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BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015

Pertumbuhan PDRB tahun 2013 diproyeksikan capaiannya sebesar 6,01% dari
target RPJMD 6,13 % hanya tercapai 98,05 %. Hal ini disebabkan karena menurunnya
kontribusi/distribusi 2 sektor utama dari 3 sektor utama perekonomian daerah yaitu sektor
pertanian dan sektor industri pengolahan (tahun 2012 sektor pertanian sebesar 46,26%
menurun menjadi 46,22% ditahun 2013; sektor industri pengolahan sebesar 8,99%
menurun menjadi 8,85%). Secara sektoral semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan
positif. Pertumbuhan tertinggi oleh sektor pertambangan dan galian (14,00%), sektor
bangunan (12,96%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7,69%). Meskipun
ke tiga sektor tersebut tumbuh cukup tinggi namun kontribusinya yang relative kecil yaitu
sektor pertambangan dan galian (0,25%), sektor bangunan (3,01%), sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan (4,20%), ketiga sektor tersebut belum cukup mendorong
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. Sektor-sektor yang mengalami peranan yang
cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sambas yaitu sektor pertanian, sektor
perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan, Pertumbuhannya
masing-masing 4,57%; 7,44%; dan 6,37%. Meskipun ketiga sektor tersebut
pertumbuhannya kecil tetapi kontribusi/distribusinya cukup besar (masing-masing 46,22%;
28,72% dan 8,85%), sehingga ketiga sektor tersebut masih menjadi penggerak utama

perekonomian daerah.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan capaiannya sebesar 6,23 %
walaupun masih dibawah target yang di harapkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas tahun
2012-2016 dimana pada tahun keempat (2015) diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa
mencapai 6,81 %. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena diproyeksikan
menurunnya kontribusi 2 sektor utama perekonomian daerah yaitu sektor pertanian dan
sektor industri pengolahan (tahun 2014 sektor pertanian diproyeksikan sebesar 45,96 %
menurun menjadi 45,70 % tahun 2015, sektor industri pengolahan diproyeksikan sebesar

8,87 % menurun menjadi 8,69 %). Tidak tercapainya target tersebut juga disebabkan oleh
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berbagai faktor khususnya krisis ekonomi dan keuangan global yang pada gilirannya turut

mempengaruhi perekonomian nasional dan lokal.

Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas (%) berdasarkan

sektor-sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1
2
3
4.
5.
6
7
8

9.

Tabel I111.1.1

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Menurut Sektor ADHK 2000 (%)

Lapangan Usaha

Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan restoran
Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan

Jasa-]Jasa

Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Sambas 2008-2012
Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Januari 2014

(€))

(=)}

N=Ri--REN|

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2012-2015

(2)
PDRB
- Harga Berlaku (Jutaan Rp)
- Harga Konstan (Jutaan Rp)

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Inflasi (%)

Struktur PDRB

- Pendekatan Produksi

- Pendekatan Sektoral
Produktivitas Sektoral

Struktur PDRB Pendekatan
Pengeluaran

Besaran ICOR

Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Pengangguran (%)
Disparitas Pendapatan Regional :
- Pendapatan Per Kapita

- Atas Dasar Harga Berlaku

- Atas Dasar Harga Konstan
- Kemampuan Investasi
- Besaran Indeks Gini

(Gini Ratio Indeks)

2011%)

4,70
16,07
6,29
7,70
11,40
6,93
6,46
6,23

4,83
5,80

Tabel 111.1.2

3)
7.478.641,43
3.284.446,93

5,88
541

44.500
3,11

14.904.788,19
6.545.839,40

2012*%)

4,67
13,84
5,56
5,90
12,23
7,03
6,85
6,20

6,56
5,88

2013p)

4,57
14,00
6,37
7,14
12,96
7,44
6,89
7,69

4,55
6,01

(4)
8.119.472,22
3.436.295,13

6,01
5,89

16.120.619,03
6.811.944,18

2014p)

4,36
14,19
6,96
7,56
13,94
7,74
7,27
8,72

4,07
6,12

(5)
8.825.376,88
3.600.510,27

6,12
571

17.472.610,79
7.108.724,62

2015p)

4,16
14,37
7,54
7,98
14,91
8,04
7,66
9,75

3,59
6,23

(6)
9.531.321,57
3.764.725,44

6,23
5,52

18.824.602,54
7.405.505,05
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Besaran IPM 66,19
(Indeks Pembangunan
Masyarakat)

11  Besaran Ratio dan Perbandingan-
perbandingan :
- Pajak Daerah terhadap PDRB
Biaya Pendidikan, kesehatan,
penelitian  dan  sebagainya
terhadap PDRB
Perbandingan penerimaan
Pemerintah Daerah (PAD)
Dana Perimbangan terhadap
PDRB
- Struktur Pembiayaan Daerah
Sumber : BPS Kab sambas
Buku PDRB Kabupaten Sambas 2008-2012, Sakernas 2012
Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Januari 2014

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2015 dan Tahun 2016

Adapun tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2013-2014 antara lain adalah :

1. Masih labilnya perekonomian dunia dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap

perekembangan perekonomian lokal. Fluktuasi nilai mata uang Rupiah memungkinkan

terjadinya pengaruh terhadap permintaan pasar luar negeri terhadap beberapa

komoditi penduduk seperti sawit, karet dan lain-lain.

2. Pada sektor listrik dan air bersih diprediksikan masih mengalami hambatan sebagai

akibat dari terbatasnya kapasitas yang terpasang baik dari pihak PLN maupun PDAM

tehadap kebutuhan masyarakat.

3. Pada sektor pertanian tantangan yang dihadapi adalah ancaman bahaya banjir dan

kekeringan yang berakibat gagal panen.

4. Belum optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan

IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor

kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

5. Naiknya harga BBM pada pertengahan tahun 2013, dapat berdampak terhadap

meningkatnya inflasi yang juga berdampak bagi meningkatnya tingkat kemiskinan dan

pengangguran.

6. Masuknya produk - produk luar negeri melalui Border Aruk yang memiliki daya saing

tinggi, sehingga mengancam produk daerah jika tidak memiliki daya saing, terlebih

dengan diberlakukannya kesepakatan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun

2015.

Secara umum, upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:
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1. Perlunya penguatan konsumsi domestik misalnya melalui penyelenggaraan even-
even wisata daerah dan pengembangan produk-produk berbasis konsumsi domestik.

2. Dukungan dan sinergisitas dari berbagai sektor untuk meningkatkan minat investasi
di daerah, serta perbaikan regulasi tentang perijinan yang jelas dan terarah untuk
mendorong investasi.

3. Penguatan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada stimulan ekonomi yang
didukung infrastruktur penunjang.

4. Menciptakan dan mengembangkan secara optimal sentra-sentra ekonomi berbasis
spesialisasi sektoral dan kewilayahan.

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor-faktor produksi.

6. Meningkatkan daya saing daerah agar dapat bersaing dengan produk-produk daerah
lain.

7. Pengembangan sektor riil dan UMKM serta peningkatan akses permodalan kepada
UMKM sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita.

8. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat

dan swasta.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan internal yaitu unsur kekuatan dan kelemahan
serta analisis lingkungan eksternal yaitu unsur peluang dan ancaman, maka dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel I11.1.3
Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Sambas
(Analisis SWOT)

Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal
STRENGTH (S) WEAKNESS (W) OPPORTUNITIES (0) THREATH (T)
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
(1) (2) 3) (4)
Memiliki potensi Terbatasnya Kebijakan Pemerintah Menyempitnya lahan-
sumber daya alam yang infrastruktur Provinsi yang lahan pertanian

besar (terutama sektor
pertanian, perikanan
dan kelautan).

Telah memiliki
dokumen RPJPD dan
RPJMD sehingga arah
pembangunan menjadi
lebih jelas.

Memiliki kawasan
perbatasan yang sudah
diresmikan 1 Januari
2011 sebagai pintu
resmi (PPLB Aruk).

(prasarana dan sarana
dasar) dalam
menunjang sektor
ekonomi, kesehatan,
pendidikan dan sektor
lainnya.
Pengembangan
kawasan strategis yang
kurang optimal.
Produk Dalam Negeri
memiliki daya saing
yang masih rendah dan
Infrastruktur

menempatkan
Kabupaten Sambas
sebagai kawasan
prioritas pembangunan
pertanian dan kelautan
di Kalimantan Barat.
Kabupaten Sambas
merupakan daerah
perbatasan.
Dilaksanakannya Pasar
bebas ASEAN (MEA)
Tahun 2015, kuatnya
permintaan terhadap

berganti dengan
pemukiman penduduk.
Masuknya produk-
produk luar negeri
sehingga mematikan
produk dalam negeri.
Era pasar bebas
menyebabkan
persaingan yang ketat
sehingga dapat
mengancam produk-
produk lokal yang
umumnya masih

Bab Il |4




[E Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Penduduk yang relatif
homogen sehingga
potensial menjadi basis
pembangunan sosial-
ekonomi masyarakat.
Mempunyai potensi
budaya dan sejarah
sebagai kesultanan.
Posisi Geografis
Kabupaten Sambas
pada Lintasan Jalur
Ekonomi Utara Kalbar

Perbatasan yang masih
terbatas.

Belum selesainya
batas-batas wilayah
dan kejelasan status
aset Kabupaten
menyebabkan
terhambatnya proses
pembangunan yang
berdampak pada belum
optimalnya pelayanan
pemerintah daerah.
Belum lengkapnya
perangkat peraturan
daerah sebagai dasar
operasional bagi
keberlangsungan
pembangunan di
Kabupaten Sambas.
Masih besarnya
tumpang tindih
peraturan
perundangan di tingkat
pusat dan daerah yang
menghambat iklim
usaha dan pada
gilirannya menghambat
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.

produk home industri
membuka peluang
pasar bagi produk-
produk unggulan
Kabupaten Sambas.
Posisi geografis
Kabupaten Sambas
pada lintasan jalur
ekonomi Utara
Kalimantan Barat.
Perkembangan
ekonomi dan
pembangunan
Kabupaten tetangga
(Singkawang dan
Bengkayang) membuka
peluang untuk
pemasaran produk-
produk unggulan
Kabupaten Sambas.
Globalisasi
menyebabkan cepatnya
arus informasi maupun
transformasi.

memiliki daya saing
yang rendah.

Investor cenderung ke
daerah maju yang lebih
siap menangkap
peluang investasi.
Banyaknya komoditas
pertanian maupun
produk UKM/IKM
sejenis yang dihasilkan
daerah lain
menyebabkan
persaingan yang Kketat.
Masuknya pengaruh-
pengaruh BUDAYA
negatif yang
menurunkan kualitas
SDM Kab. Sambas.

Adapun yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2015 antara lain

sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,23 % atau meningkat 0,11

d.

% dari tahun 2014. Hampir semua sektor mengalami peningkatan, kecuali sektor
Pertanian dan jasa yang mengalami penurunan. Peningkatan terbesar diperkirakan
dari sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu meningkat sebesar 1,03
%. Sektor ini meliputi kegiatan bank, asuransi, koperasi simpan pinjam dan lembaga
keuangan lainnya, serta persewaan bangunan dan kegiatan jasa perusahaan.

Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap dan
ekspor-impor diharapkan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Investasi Pemerintah maupun swasta dan masyarakat diharapkan ada kecenderungan
meningkat pula, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita.
Adanya rencana perbaikan jalan nasional menuju akses ke perbatasan antar negara,
akan memacu arus barang dan orang serta hasil-hasil produksi pertanian lainnya, serta
diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan daya saing, nilai tambah produk-

produk pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat.
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e. Adanya kebijakan pemerintahan baru pro rakyat di akhir tahun 2014 dan
dilaksanakan di tahun 2015 diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan
pengangguran terbuka.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku  pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya
pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan
kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN,
baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Adapun ringkasan APBD adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.1
Ringkasan APBD Tahun 2012 s/d proyeksi Tahun 2015

. Jumlah
No Uraian =
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Proyeksi 2015
1|Pendapatan Daerah 904.408.928.857,14| 1.027.957.929.165,58| 1.171.654.527.001,58| 1.288.819.575.181,38
Pendapatan Asli Daerah 45.025.069.711,74 48.123.621.115,03 51.621.949.730,03 70.502.860.500,03
Dana Perimbangan 750.851.257.365,00 858.190.917.978,00 901.386.063.687,00 989.403.515.992,80
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 71.967.972.892,12 121.643.390.072,55 218.646.513.584,55 228.913.198.688,55
2|Belanja Daerah 962.939.230.816,98| 1.046.131.049.258,65 1.224.647.320.135,13| 1.283.819.575.181,38
Belanja Tidak Langsung 545.771.493.134,91 593.519.291.840,27 710.987.156.855,79 708.104.075.728,40
Belanja Langsung 417.167.737.682,07 452.611.757.418,38 513.660.163.279,34 575.715.499.452,98
Surplus (Defisit) -58.530.301.959,84 -18.173.120.093,07 -52.992.793.133,55 5.000.000.000,00
3|Pembiayaan Daerah 58.530.301.959,84 18.173.120.093,07 52.992.793.133,55 (5.000.000.000,00)
Penerimaan 98.880.588.731,75 68.007.316.568,12 110.295.314.903,55 -
Pengeluaran 40.350.286.771,91 49.834.196.475,05 57.302.521.770,00 5.000.000.000,00

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab Sambas, Mei 2014

Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi/Kab/Kota sebagai
konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI.
Dalam RKPD Kab/Kota memuat perkiraan bagi hasil pemerintah Kab/Kota kepada
Pemerintah Desa, dan besaran bantuan keuangan pemerintah Kab/Kota kepada pemerintah
desa. Berikut adalah dana desentralisasi APBD Kabupaten Sambas tahun 2013, 2014 dan
proyeksi tahun 2015.

Bab 1l |6



[E Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Tabel 3.2.2
Dana Desentralisasi Kabupaten Sambas

Proyeksi Tahun

No. Uraian Tahun 2013 Tahun 2014 2015

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /
Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa

- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa

580.821.500,00f 1.389.148.182,80 1.598.600.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /|

Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 36.156.114.720,00] 30.619.552.033,14] 30.619.552.033,14

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Desal
(ADD)

- Belanja Bantuan Keuangan (TAPD)

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang
dari Pemerintah (Kementerian/Lembaga) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah, yang
dananya bersumber dari APBN, dengan demikian maka analisis dan perkiraan sumber dana
dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah

(Kementrian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Desa atau
sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2015 mengarah pada penguatan upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015 antara lain :

a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit kerja pengelola
pendapatan baik instansi pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga

pemerintah pusat.
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c¢. Memaksimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan daerah sebagai
upaya menciptakan tertib administrasi penyetoran dan pelaporan penerimaan daerah
dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan pemerimaan daerah.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penerimaan daerah sebagai upaya
peningkatan kinerja dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

e. Mewujudkan aparatur yang berkualitas dan professional untuk meningkatkan
penerimaan daerah.

f.  Meningkatan sarana dan prasarana publik dibidang pendapatan daerah dalam rangka
membangun partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib
pajak/wajib retribusi daerah.

Tabel 3.2.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Sambas
Tahun 2012 s.d Proyeksi Tahun 2015
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Proyeksi Tahun 2015

1 PENDAPATAN 904.408.928.857,14 1.027.957.929.165,58 1.171.654.530.001,58 1.288.819.575.181,38

1.1 Pendapatan Asli Daerah 46.781.359.127,63 48.123.621.115,03 51.621.949.730,03 70.502.860.500,03

111 Pajak Daerah 9.009.500.000,00 9.865.000.000,00 9.944.996.828,00 11.886.500.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 6.081.141.528,60 3.357.410.000,00 3.946.485.000,00 4.099.500.000,00

113 Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang 3.040.164.303,70 3.040.164.303,70 3.040.164.303,70 3.040.164.303,70

Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 28.650.553.295,33 31.861.046.811,33 34.690.303.598,33| 51.476.696.196,33|

1.2 Dana Perimbangan 751.118.636.540,00 858.190.917.978,00 901.386.066.687,00 989.403.515.992,80

121 Dana Bagi Hsl Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 39.412.560.540,00 39.258.654.978,00) 29.240.753.687,00 25.686.373.542,00

Dana Bagi Hasil Pajak 25.567.000.640,00| 3.673.753.047,00
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
- Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal]
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam|
negeri dan PPh Pasal 21
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 3.673.753.047,00
- Bagi Hasil dari Propinsi Sumber Daya Hutan
- Bagi Hasil dari iuran tetap (Land Rent)
Bagi Hasil dari pungutan pengusahaan|
perikanan

122 Dana Alokasi Umum 622.612.006.000,00 702.231.663.000,00| 763.059.843.000,00 829.140.825.403,80

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 89.094.070.000,00 116.700.600.000,00 109.085.470.000,00 130.902.564.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 106.508.933.189.51 121.643.390.072,55 218.646.513.584,55 228.913.198.688,55

131 Pendapatan Hibah 0 0

1.3.2 Dana Darurat 0 0

133 DBagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 19.725.231.052,00, 21.725.231.052,00, 24.543.243.564,00 34.809.928.668,00

aerah Lainnya

134 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71.939.353.000,00 71.939.253.000,00| 161.869.364.000,00 161.869.364.000,00

135 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 14.294.000.000,00 27.650.400.000,00 31.905.400.000,00 31.905.400.000,00

daerah lainnya

1.3.6 Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana 0 0

1.3.7 Bagi Hasil Sumbangan Pihak I1I Propinsi 550.449.137,51 328.506.020,55 328.506.020,55 328.506.020,55|

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas, Mei 2014
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Pendapatan Daerah selama 3 kurun
waktu terakhir (2012-2015) mengalami trend pertumbuhan positif, proyeksi Pendapatan
Daerah tahun 2015 diasumsikan naik 10% atau sebesar Rp. 117.165.048.179,8,- dari tahun
2014, yaitu dari sektor Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp.
18.880.910.770 (36,58%), sektor Dana Perimbangan sebesar Rp. 88.017.452.305,8,-
(9,76%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 10.266.685.104,- (4,7%).
Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan
pendapatan tahun sebelumnya, serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli
Daerah.
Proyeksi Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,
DAU dan DAK adalah nilai proyeksi yang didasarkan sesuai dengan alokasi sementara
Peraturan Menteri Keuangan terakhir dengan memperhatikan realisasi penerimaan dua
tahun sebelumnya ketika Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksudkan belum ditetapkan.
Khusus untuk Dana Perimbangan sektor Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan naik
sebesar 8,6% dari Target 2014 hal ini didasarkan atas :
- Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 sebesar 6% dengan tingkat
inflasi 4,5%.
- Perkembangan persentase alokasi penerimaan dana transfer diperkiraan meningkat.
- Penambahan Daerah Otonomi Baru Tahun 2015 yang mempengaruhi alokasi
penerimaan untuk setiap daerah.
Proyeksi Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan memperhatikan

potensi penerimaan yang akan dicapai sebelum ditetapkannya Peraturan terkait.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Sambas mengacu pada prioritas program
dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang
wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok
pinjaman, belanja subsidi serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun
yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang
wajib dikeluarkan merupakan dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap
SKPD.

Arah Kebijakan belanja daerah mencakup :
a. Upaya peningkatan infrastruktur dasar dengan sasaran utama untuk menunjang

sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi.
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b. Upaya Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

d. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas

pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan belanja daerah tahun 2015

berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung diproyeksikan sebagai

berikut:
Tabel 3.2.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

menurut Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tahun 2012 s.d Proyeksi Tahun 2015 Kabupaten Sambas
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Proyeksi Tahun 2015
BELANJA DAERAH 962.939.230.816,98 | 1.110.622.838.918,67 | 1.224.647.320.135,13 | 1.283.819.575.181,38
Belanja Tidak Langsung 545.771.493.134,91 | 629.648.658.109,62 | 710.987.156.855,79 |  708.104.075.728,40

Belanja Pegawai

497.466.728.011,40

572.689.066.613,99

663.374.243.288,49

667.385.923.695,26

Belanja Bunga

3.742.055.264,29

1.588.484.775,63

2.219.395.943,36

Belanja Subsidi

0,00

Belanja Hibah

11.180.900.000,00

11.974.950.000,00

8.538.625.000,00

5.500.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

1.942.762.280,00

3.365.130.000,00

941.875.000,00

2.000.000.000,00

Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

580.821.500,00

1.050.100.000,00

1.389.148.182,80

1.598.600.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

. 26.593.179.720,00 38.080.926.720,00 30.619.552.033,14 30.619.552.033,14
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Belanja Tidak Terduga 4.265.046.359,22 900.000.000,00 3.904.317.408,00 1.000.000.000,00
Belanja Langsung 417.167.737.682,07 480.974.180.809,05 513.660.163.279,34 575.715.499.452,98

Belanja Pegawai

35.821.130.508,00

42.590.565.862,00

34.428.365.917,00

Belanja Barang dan Jasa

139.345.427.391,07

160.678.996.728,67

177.374.797.721,34

Belanja Modal

242.001.179.783,00

277.704.618.218,38

301.856.999.641,00
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3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Tabel 3.2.5

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d Proyeksi Tahun 2015 Kabupaten Sambas

Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Proyeksi Tahun 2015
PEMBIAYAAN DAERAH 58.530.301.959,84 18.173.120.093,07 52.992.793.133,55 (5.000.000.000,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah 98.880.588.731,75 68.007.316.568,12 110.295.314.903,55 -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 52.086.556.560,40 12.756.586.013,38 61.707.481.973,68 -
Daerah Tahun Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan 0,00 - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

- 0,00 - - -
yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan 46.794.032.171,35 55.250.730.554,74 48.587.832.929,87 -
Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian 0.00 : . .
Pinjaman !
Penerimaan piutang daerah 0,00 - - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 98.880.588.731,75 68.007.316.568,12 110.295.314.903,55 -
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40.350.286.771,91 49.834.196.475,05 57.302.521.770,00 5.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

3.040.164.303,70

3.040.164.303,70

5.556.000.000,00

5.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang 36.980.122.468,21 46.794.032.171,35 51.746.521.770,00 -
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 - - -
Pembayaran kegiatan belanja 330.000.000,00 - - -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

40.350.286.771,91

49.834.196.475,05

57.302.521.770,00

5.000.000.000,00

Bab I1l |11




